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LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  

 

 

 

 

 

PERATURAN 

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  BARANG/JASA PEMERINTAH 

REPUBLIK INDONESIA 

                                          NOMOR  4  TAHUN 2022 

TENTANG 

PENETAPAN KELAS JABATAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA 

PENGADAAN BARANG/JASA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di 

bidang Aparatur Sipil Negara perlu melakukan tata 

kelola dalam menentukan kelas jabatan Fungsional 

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; 

  b. bahwa kelas jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan 

Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penetapan 

Kelas Jabatan bagi Jabatan Fungsional Pengelola 

Pengadaan Barang/Jasa sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga 

perlu diganti; 

  c. bahwa penetapan kelas jabatan Jabatan Fungsional 

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah 

mendapatkan persetujuan Kementerian Pendayagunaan 
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Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

B/1392/M.SM.04.00/2020 tanggal 30 Desember 2020; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Kelas 

Jabatan bagi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan 

Barang/Jasa; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

  3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

314); 

  4.    Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Evaluasi Jabatan; 

  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan 
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Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 834); 

   6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang 

Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

486); 

  7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 

2021 Nomor 77); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN KELAS 

JABATAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA 

PENGADAAN BARANG/JASA. 

 

Pasal 1 

Kelas Jabatan merupakan kedudukan yang menunjukkan 

tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan 

instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis 

pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan 

tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, 

dan digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja. 

 

Pasal 2 

Kelas Jabatan bagi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan 

Barang/Jasa ditetapkan dengan Peraturan Lembaga ini. 

 

Pasal 3 

Kelas Jabatan bagi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan 

Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Lembaga ini. 
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Pasal 4 

(1) Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah 

menganggarkan tunjangan kinerja bagi Pejabat 

Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. 

(2) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 5 

Pembayaran tunjangan kinerja untuk Jabatan Fungsional 

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 dilakukan sejak Peraturan Lembaga ini 

diundangkan. 

 

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan 

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penetapan Kelas 

Jabatan bagi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan 

Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 326), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 7 

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.
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LAMPIRAN 

PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN 

PENGADAAN BARANG/JASA 

PEMERINTAH  

NOMOR  4  TAHUN  2022  

TENTANG 

PENETAPAN KELAS JABATAN BAGI 

JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA 

PENGADAAN BARANG/JASA 

 

 

KELAS JABATAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL  

PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA 

 

No. JENJANG JABATAN  KELAS JABATAN 

1. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya 12 

2. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda 10 

3. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama 8 

 

 

 

  KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN 

PENGADAAN BARANG/JASA 

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, 

 

                   ttd 

 

ABDULLAH AZWAR ANAS 
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